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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
 Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H. 
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kapuas

	Pihak Terkait
	:
	H. Muhammad Wiyatno, S.P. dan Dodo 

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, Nomor Urut 1)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Selasa, 4 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	


Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi ketidakadilan dalam penetapan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas tahun 2024 dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) harus dinihilkan; perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (money politics); Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai; menurut Pemohon, Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih; Termohon diduga berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029; diduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih, seperti di sejumlah TPS, telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil; dan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai, menyatakan  pasangan Erlin Hardi, S.T. dan Alberkat Yadi, S.H. sebagai pemenang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P. sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;


Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kapuas Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 15:58 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 16:47 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan/ tidak beralasan menurut hukum.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon telah menguraikan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dan mempengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi ketidakadilan dalam penetapan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas tahun 2024 dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 
1. Menurut Pemohon, penetapan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) harus dinihilkan;

2. Menurut Pemohon, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang (money politics);

3. Menurut Pemohon, Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai;

4. Menurut Pemohon, Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih;
5. Menurut Pemohon, Termohon diduga berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029;

6. Menurut Pemohon, diduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih, seperti di sejumlah TPS, telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil;

7. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon.


Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu Kapuas dan alat bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai penetapan perolehan suara di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai yang dianggap melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) harus dinihilkan. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan telah melaksanakan Pemilihan di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai berdasarkan prinsip pemilihan yang Luber, Jurdil, dan Demokratis. Sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemilihan telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Termohon tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata dalil dan bukti yang diajukan Pemohon tidak menyebut secara jelas pelanggaran dan/atau kesalahan apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga suara Paslon 1 harus dinihilkan. Pemohon memang menyebut nama kecamatannya, tetapi tidak menyebut secara pasti tempat (locus) secara rinci dan pasti, di TPS mana dan desa apa. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Bawaslu Kapuas, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu Kapuas halaman 2]. 
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat yang diduga berasal dari praktik politik uang (money politics). Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa terhadap nama-nama pemilih yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya yang diduga melakukan praktik politik uang, pada saat mereka menyalurkan hak pilihnya, tidak ada keberatan dari semua saksi maupun petugas PTPS hingga proses pemungutan suara berakhir dan ditandatangani semua formulir C. Hasil. Seharusnya kalau betul telah terjadi praktik politik uang (money politics), saksi Pemohon yang berada di TPS tersebut, menyatakan keberatan terhadap nama-nama yang diduga menerima politik uang tersebut. Begitu juga menurut Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di kedua kecamatan tersebut, telah disaksikan oleh saksi pasangan calon serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, ditandatangani oleh Ketua, dan anggota PPK Kecamatan. Terlebih lagi, menurut Bawaslu Kapuas, memang terdapat dua laporan terkait dengan dugaan politik uang, namun kedua laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah tidak cukup meyakini terhadap dalil Pemohon a quo.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara akibat bencana banjir di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, dan Kecamatan Mantangai, setelah Mahkamah mencermati dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta jawaban, keterangan, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak telah ternyata tidak ada kendala pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Mantangai yang diakibatkan oleh banjir. Selain itu, pemungutan dan penghitungan suara juga telah berlangsung sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, juga tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terlebih lagi, menurut keterangan Bawaslu Kapuas, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa Pemilihan terhadap dalil a quo [vide Keterangan Bawaslu Kapuas Halaman 12]. 

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil a quo dan bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata data sebanyak 36.634 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat) merupakan data tentang sisa undangan C.Pemberitahuan-KWK KAB/KO Pemilukada Kapuas sebenarnya telah didistribusikan, namun dikembalikan kepada PPS karena tidak diterima Pemilih dengan alasan: meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, serta tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang yang terpercaya yang dapat dititipkan. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kapuas yang menyatakan bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu Kapuas halaman 15].

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon diduga berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil a quo dan bukti-bukti yang diajukan para pihak , telah ternyata bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, di hari yang sama, Termohon langsung menyadari kekeliruan terhadap keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1748 tahun 2024 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih Kabupaten Kapuas tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.  Selanjutnya Termohon menindaklanjutinya pada hari berikutnya, 6 Desember 2024, dengan mengeluarkan surat penarikan terhadap keputusan tersebut dengan Surat Dinas Nomor 510/PL.06.2-SD/6203/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan surat tersebut sudah diterima semua pasangan calon dan Bawaslu Kapuas. Selain itu, terkait kejadian di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kapuas Nomor 1742 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas [vide Bukti T-23]. Fakta tersebut juga sejalan dengan Keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kapuas. Menurut keterangan Bawaslu Kapuas, terhadap dalil a quo, Bawaslu Kapuas mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 481/PP.01.02/K.KH-05/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Kapuas untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 1748 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kapuas dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1749 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024 [vide Bukti PK.24.14-29]. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Selat mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat. KPU Kabupaten Kapuas kemudian menindaklanjuti dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada tanggal 1 Desember 2024, dengan diawasi oleh Bawaslu Kapuas.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menduga telah terjadi sejumlah pelanggaran pemilihan lainnya sehingga menghilangkan kemurnian suara pemilih, seperti di sejumlah TPS telah ditemukan pelanggaran berupa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dalam Daftar Hadir Pemilih dengan C.Hasil, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kurang cukup meyakinkan Mahkamah. Terlebih lagi, terhadap dalil a quo,  Bawaslu Kapuas menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Keterangan Bawaslu Kapuas halaman 25]. 

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaran Pemilukada Kapuas yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan merugikan Pemohon, telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan Pemilihan telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Pihak Terkait juga menyatakan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil a quo, setelah Mahkamah mencermati, Pemohon dalam permohonannya tidak cukup menunjukkan bukti-bukti, serta tidak secara pasti dan jelas menyebutkan TPS-TPS mana saja yang Pemohon kehilangan suara atau terjadinya penambahan suara untuk Pihak Terkait secara rinci yang bisa meyakinkan Mahkamah. Jikalaupun yang didalilkan Pemohon a quo benar terjadi hal tersebut telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kapuas Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. 

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1021 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor Urut 4;
Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas adalah416,300 jiwa (empat ratus enam belas ribu tiga ratus) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 1,5% x 179.038 suara (total suara sah) = 2.686 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 53.367 suara - 47.763 suara = 5.604 suara (3,13 %) atau lebih dari 2.686 suara;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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